LLEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : @ TAHUN 2011

B connd s

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR: 9 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUS!I PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! BUTON UTARA,

fMonunbang : a. bahwa  guna  meningkatkan  pengawasan,
‘ keamanan, keselamatan dalam menggunakan
kendaraan angkutan umum serta terhindarnya
setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu
lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan,
Jalan, dan/atau lingkungan, maka perlu adanya
pengujian atas kendaraan bermotor ;

b. bahwa pengujian kendaraan bermotor dilakukan
secara uji berkala berbentuk buku berisi data dan
legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan, kereta
gandengan, kereta tempelan atau kendaraan
khusus ;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan
daerah dan guna menunjang Pelaksanaan
Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan,
dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap
permohonan pengujian Kendaraan Bermotor wajib
dikenakan Retribusi. ,

d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.



Mengingat
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. Undang-undang Nomor 38 Tahun 20’”

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209).

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Ne‘gara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Ne=gara Republik
Indonesia Nomor 4438);

tentang
Jalan (Lembaran Negara Reptub
Tahun 2004 Nomor 132, Tamba
Negara Republik Indonesia Nomo
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€. Undan; -undan 3 Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembe itukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawe ;i Teng gara (Lembaran Negara Republik
‘ndone ia Tal un 2007 Nomor 16, Tambahan
Lemba an Negara . Republik Indonesia
Nomor 4690); '

7. Jndang-undan { Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 t:ntang Lalu Lintas dan Angkutan
jalan  Lemba an Negara Republik Indonesia
fahun 2009 Jdomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Repub! k Indoriesia Nomor 5025) ;

8. JUndant -undan ; Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Jajak |iaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negars Repi blik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republ k Indor 3sia Nomor 5049) ;

9. Peratui an Pernerintahh Nomor 6 tahun 1988
:entang Koord nasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Jaerah (Lemtaran Neagara Republik Indonesia
fahun 1988 ‘omor 10, Tambahan Lembaran
\egara Repubik Indonesia Nomor 3373);

10. Peratut an Per werintah Nomor 41 Tahun 1993
entang, Angkutan .alan (Lembaran Negara
Republ < Indcnesia Tahun 1993 Nomor 59,
famba an Ler :baran Yegara Republik Indonesia
Nomor 3527);

v 11 “eratutsn Perierintal Nomor 42 Tahun 1993
entang Pemuriksaay  Kendaraan  Bermotor
Lembe 'an Negara Fepublik Indonesia Tahun
1993 !iomor 30, Taribahan Lembaran Negara
Republ < Indonasia N¢ mor 3528);

R
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14.

15

16

17

18

19

rah Ka

' Peraturan Penerintah Nomar 43 Tahun 19293

tentany Prasérana Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negar: Repulbilik Indonesia Tahun 1993 Momor
60, Tambahin Lembaran Negara Republik
Indonesia Norior 3529)

3 Peraturan Pemnerintah Nomor 44 Tahun 1993

tentany Kendaraan dan Peagemudi (Lembaran
Negar::  Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor €4);

Peraturan Pemerintan Nomor 82 Tahun 1999
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Nagara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187,
Tambehan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3807) ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2001
tentant Keamanan dan Keselamatan
Penerbangan  (Lemvaran  Negara  Republik
indonesia Taiun 2001 Nomor 54, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

Peraturan Pemmerintah Nomor 69 Tahun 2001
entany  Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Repub ik Indonesia: Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4145);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum
Daeral,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produl. Hukum Daeran;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lem‘varan Negara dan
Berita laerah ; »
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20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerrah (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUJPATEN BUTON UTARA

dan
BUPATI BUTON UTARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR.
BAB |
KETENTUAN UMUM
N Pasal 1,

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton
Utara: :

Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
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13.

14.

bowan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
Ot adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nuaton Utara ;

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buton
e,

i*cjabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang
itetribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

has daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk
memegang kas daerah ;

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dati satu
lempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di
Ruang Lalu Lintas Jalan;

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian

Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

.Prasgrana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Laly

Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka,
rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan
pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan
Jalan, serta fasilitas pendukung ;

.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor ;

12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan

oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang
berjalan di atas rel ;

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran ;

Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan
bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang
berupa Jalan dan fasilitas pendukung ; ‘

Ed
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i lalan adalah  seluruh bagian  Jalan, termasuk  bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu
titas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,
“crta Ji atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel ;

1 Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta
perpindahan moda angkutan ;

L 7. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang ;

18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ;

19.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk
sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya ;

20.Ramby Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang
berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan
yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau
petunjuk bagi Pengguna Jalan ;

21, Marka Jalan adalah syatu tanda yang berada di permukaanJalan
atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda
yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong,
serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus 1aiu
Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas ;

22 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan
isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau
Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan ;

23.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping
atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumabh ;

24.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang

menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan
Kendaraan Bermotor Umum ;
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48

i

31

32.

33.

34.

35.

tenggina fosa adalah perseorangan atau badan hukum yang

simnggrnahan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

Pangamudl  adalah  orang yang mengemudikan Kendaraan
Hennotor di Jalan yang telah memiliki Surat lzin Mengemudi ;
Roveiakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang

thbak didugn dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan
alin tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban
mantsia dan/atau kerugian harta benda ;

Penumpang, adalah orang yang berada di Kendaraan selain
Pengemudi dan awak Kenclaraan ;

Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu
Iilas Jalan ;

Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk
berlalu lintas ;

Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan
untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan
secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan ;

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha
dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan,
pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas
perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan
memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
Lalu Lintas ;

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu
keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan
dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut
dalam betlalu lintas ;,

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu
keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama
berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan,
dan/atau lingkungan ;

Ketertiban l.alu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
berlaly lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak
dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
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16. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu
keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas
dari hambatan dan kemacetan di Jalan ;

37. Sistem Informasi dan Kom|umkaS| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan
melaluj penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan
pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ;

38. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;

19. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat
melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang
ini;

10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab
penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ;

11.Buku Uji adalah tanda bukti uji berkala berbentuk buku berisi
data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan, kereta
gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus ;

12. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk
plat ber|31 data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji
kendaraan dan masa beriaku yang dipasang secara permanen
ditempat tertentu di kendaraan ;

1. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara
permanent dengan menggunakan cat pada bagian kanan dan Kiri
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan
kendaraan khusus ;

.
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44.Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap
kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji
atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi
kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi,
penumpang dan pemakai jalan lainnya ;

45.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan daerah atas pelayanan pengujian
kendaraan bermotor ;

46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh
pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis
kendaraan bermotor ;

A7.Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana
Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya ;

48.Masa. Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat
SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh waljib retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang
terutang;

50. purat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat
SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang
terutang ;

1. Burat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan jumlah Tambahan atas jumlah pembayaran
Retribysi yang telah ditetapkan ;

G
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52.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi
lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

H3. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

“4.Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan
perUndang-undang an yang berlaku;

“h. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya;

-Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Utara yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara yang
memuat ketentuan Pidana.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
: Pasal 2
¥ 01an nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
¥imgut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian
J '+ pemeriksaan kondisi teknis terhadap kendaraan bermotor,

11 gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus,

t
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Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk
kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangunclangan, yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.

(/) Wajib uji kendaraan dikenakan terhadap kendaraan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

"uibyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat
pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB (li
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

(1) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor digolongkan sebagai
retribusi jasa umum.

(.} Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Biaya pengujian dan pemeriksaan kondisi teknis termasuk
tanda samping.

b. Biaya Penggantian Tanda Uji.
c. Biaya Penggantian Buku Uji.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
pasal 6

lingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang
dhtji.
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BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Punsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
tietribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
wina dengan biaya pelayanan pengujian atau pemeriksaan kondisi
trknis kendaraan bermotor,

Pasal &

i1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan
bermotor adalah sebagai berikut :

a. Biaya Pengujian:

1. Mobil Penumpang Rp. 30.000.-
2. Mobil Bus Rp. 50.000.-
3. Mobil Barang, Kereta bermotor

penarik, Kendaraan Khusus Rp. 80.000.--
4. Kereta Gandengan Rp. 80.000-
5. Kereta Tempelan Rp. 80.000.-
6. Buku Uji Rp. 25.000.-
7. Tanda Uji Perkeping Rp. 20.000.-
8. Pengecatan Tanda Samping Rp. 25.000.- ¥
9. Penggantian Buku Uji Rp. 50.000.-

b. Biaya Penilaian Teknis

1. Sepeda Motor Rp. 10.000.-
2. Mobil Penumpang Rp. 20.000.-
3. Mobil Bus Rp. 30.000.-
4. Mobil Barang Rp. 40.000. V

(?) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.
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BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal ©

Bstibusi dipungut di tempst pengujian kendaraan bermotor
Wal.makan.

BAB Vi
MASA RETRIBUS
pPasal 10

#a-0 Retribusi adalah sama dengan masa berlaku pengujian

BAB Vil|
SAAT RETRIBUSI
Pasal 11

Baol Rotribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau
_debunien Jain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

I+ I"imungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

7+ hielnbysi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
Lyt yang dipersamakan ;

it hwlkumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
teripa karcis, kupon dan kartu ‘angganan '

4l pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinetor ke Kas Daerah.



BAB X
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 13

th Bagi orang atau Badan atau instansi lain yang memanfaatkan
pilayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pendaftaran
melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten.

1) Formulir pendaftaran di isi oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi Daftar
Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

i Y Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi
Daerah (NPWRD).

1) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan
Daftar iInduk Wajib Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB Xi
PEMBAYARAN DAN SANKS| ADMINISTRAS
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat
lain yang ditunjuk sesuail waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD.

i) Dalam hal pembayaran bukan dilakukan di Kas Daerah, maka
hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang
ditentukan oleh Bupati,

Pasal 15

(1) Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD atau dokumen
lain yang dipersamakan ;

(2} Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran
Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 16

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
dilakukan dengan menggunakan STRD ;

(?) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahului dengan surat teguran ;

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang ;

(h) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk ;

i) Tata cara pembayaran dan penerbitan surat teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan
Bupati,

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

balam hal Wajib: Retribysi tidak membayar tepat pada waktunya
atau Kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
hunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang

terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
“IRD.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- 11) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dikeluarkan 7 (tujuh)
hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
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) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat
teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi
harus melunasi Retribusi yang terutang,

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang
ditunjuk.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(?) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas
dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi.
b. Masa retribusi.

c. Besarnya kelebihan pembayaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas
kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan
SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu)
bulan.

(5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
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balam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana "dimaksud
mada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tingigal diterimanya Surat Teguran tersebut.

tivngakuan  utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
tesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
d4on belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.,

‘Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dunaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
perrnohonan  angsuran  atau  penundaan  pembayaran  dan
perrnohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

Poiatang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
mntuk  melakukan  penagihan  sudah  kedaluwarsa dapat
Jiha puskan.

Hupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

vang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

~tata cara  penghapusan piutang Retribusi  yang sudah
hirdaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVii
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasai 23
'::_Vmpaia Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam

rangika melaksanakan peraturan perundang-undangan
herpajakan daerah dan Retribusi.

'+ Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain vang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

h. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

k) .
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c. memberikan keterangan yang diperivkan.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xvill
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

{1} Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasai 25

{1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik uniuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara
Pidana.

(2) Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

{3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau lapcran berkenaan dengan tindak pidana di bidang
berpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan alau
faporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengena:
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah dan Retribusi;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
dan Retribusi;

g menyuruh  berhenti dan/atau  melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, bends,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

K. melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana,
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUS! PENGUIAN KENDARAAN BERMOTOR

i PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah
terdiri dari
a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah,

2. Hasil Retribusi Diaerah;

3. Hasil Perusahaan Milik Daeran, dan hasii pengelolaarn
kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan

4, lLain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah;
b. Dana Perimbangan ;
¢. Pinjaman Daerah ; dan
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi
sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah  dan
pembangunan  Daerah  serta dapat  meningkatkan
kesejahteraan masyarakal. Oleh karena ijtu diperlukan
ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi
Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam hai pemungutan
Retribusi Dasrah.
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Uara
perlu mengacu kepada Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi
Daerah. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam hal Pengujian Kendaraan Bermaotor maka
diperlukan pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal & Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah
bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak
dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti balhwa Pemerintah
Kabupaten Buton Utara tidak boleh bekerjssama dengan
pihak ketiga. Dengan sangat selekiif dalam proses
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pemungutan Retribusi. Pemerintah  Kabupaten dapat
mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang <arena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaks: nakan
sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secare lebih
efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adzslah kegiatan
perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawvasan
penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 12 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersaiiakan
antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perle diteta kan
untuk- memberikan kepastian hukum, kapan utasg Retr busi
tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 23 avat (3) huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwars: Penag han
dihitung sejak tanggal peryampaian Surat Tegurai Tersel ut.
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Pz sal 23 iyat (3) huruf b

Y:ng dimaksud lengan pengaluan uang Retribusi sscara
lagsung adalal: wajik  Retribusi d:ngan kesadirannya
m :nyatakan masih meripunya utang retribusi dan belum
m :lunasitiva kepda Penerintal Kabugaten.

Yeng dimaksud lengan pengaluan uang Retribusi secara
ticak lawgsung adala' wajid> Retibusi tidak secara
mata-nyita largsung mmenyaiakan »jahwa ia mengakul
m ampuny 31 utan { Retribnsi kepe da Pen erintal Kabupaten.
Cuntoh :

Wijib  Fetribus  meniajukar perrwohonar  angsuran/
pe nunda: n pemt ayaran

W ajib Ret ibusi n engajul an perinohongn kebeiatan.

Piisal 23 ayat (4) Cukup . elas

Piisal 24 iyat (2)

Pengajuat tuntutan ke pengacilan pilana tixhada) wajib
retribusi  dilakikan  dengan penuh  kearifan  serta
mamperhatikan kemamouan vajib reribusi dan besarnya
retribusi  vang terutani yany;, menjakibatwan kerugian
keuangar Daeral.

Pisal 24 ayat (2) Cukup  elas

Pasal 25 Cukup .elas

Pisal 26 Cukup .elas

Pisal 27 Cukup .elas

a
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